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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 3O TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN USER MYINTRESS TINGKAT WILAYAH PADA SEKRETARIAT 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka implementasi Mu/ntress, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu 

menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna 

(User] MIntress Tipe Kantor Wilayah 

Kementerian/Lembaga (WILKL) pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur; 

b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang 

cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai User 

MyIntress Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Mengingat 

K.alimantan Timur Tahun Anggaran 2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan 

User MIntress tingkat Wilayah pada Sekretariat 

Komisi Pemil ihan Umum Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun Anggaran 2026; 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



2. Peraturan 

-2­ 

Menteri Keuangan Nomor 

154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 278/PMK.02/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

I7I/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17I/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

1063); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 

Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

472); scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, 

Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 1082); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 1084); 
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6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 1102); 

7Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Seckretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Menetapkan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2L 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826) 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 

Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Negara serta Akutansi dan Pelaporan 

Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN 

USER MYINTRESS TINGKAT WILAYAH PADA 

KESATU 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026. 

Menetapkan User MIntress Tingkat Wilayah pada 

Seckretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
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